KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 553/V/KI BANTEN-PS/2013 (&

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN 2 &

1. IDENTITAS 6

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang mex , memutus dan menjatuhkan

putusan dalam Sengketa Informasi Publik‘No : 553/V/K1 BANTEN-PS/2013 yang

diajukan oleh:

Nama : LSM Pas @ muda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat gratRT 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru

ot@Serang — Banten
. \
Selanjutnya?'d\ew%ebagai Pemohon

l O Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Alamat . JI. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang — Banten

Selanjutnya disebut sebagai Termohon
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[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA Q
A. Pendalalizan @

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan perr.noh%penyelesaian

sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bant@a tanggal 26 April

N

2013, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 552/V/KI N-PS/2013 pada tanggal
07 Mei 2013. @

Kronologi ¢ 2

[2.2] Pada tanggal 01 Maret 2013, P mengajukan permohonan informasi publik
melalui  surat Nomor: 039/ -PASOPATI/BANTEN/III/2013 kepada Kepala

Sekretariat DPRD PI‘OVi(’@I Cq. PPID Pembantu. Adapun data yang diminta adalah

sebagai beikut: \Q
1. Progres keg@ .................
L 4
2. Indicat \
3. T@& .................
get REAT sansinn

5. Foto/ dokumentasi kegiatan? .................
6. Seluruh salinan Dokumen penyerapan Anggaran Terkait kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Sebesar Rp. 1,751,504,300,00,- kegiatan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Perkantoran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Sebesar Rp.

7.333,658.000,00,- pada Program Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah
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APBD Tahun 2012 PPTK Kepala Sub Bagian Perlengkapan SKPD Sekretariat DPRD

Prov. Banten 7............

7. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan? .................

[2.3] karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 15 Maret 2013, Pemohon
mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 039A/KTDJPI/LSM-PASOPATI/BA

NTEN/III/2013 kepada Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Banten Selaku Atasan PRI,

dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak dijawab. (§\'

[2.4] Pada tanggal 26 April 2013, Pemohon mengajukan pem;ohcm%enyelesaian

sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banb

L 4

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.5] Keberatan atas permintaan informasi tida@&api.
L 4

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi@i Banten menyatakan informasi yang dimohon

adalah informasi yang bKi uka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada

Permohon. \Q

L 4

B. Alat Bukti

Ketera@nohon

[17] nimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Oktober 2013 Pemohon yang
diwakili oleh Tb. Azhi Adha Oktayana selaku Ketua LSM PASOPATI menyatakan
keterangan bahwa Pemohon telah memberikan surat permohonan dan surat keberatan

kepada Termohon sesuai dengan prosedur dalam UUKIP .

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
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Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Pasoekan Pemuda
Bukti P-1 | Anti Korupsi (PASOPATI) No. 10, tertanggal 14 Desember 2011 yang
ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.

Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 039/PI/LSM-
- Bukti P-2 | PASOPATI/BANTEN/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013, dan bukti tanda
terima tertanggal 01 Maret 2013

Salinan Surat keberatan Nomor: 039A/KTDJPI/LSM-PASOPATL/
Bukti P-3 | BANTEN/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013, dan bukti tanda terima
tertanggal 15 Maret 2013.

Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada
Bukti P-4 | Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 039B/LSM-PASOPATI
BANTEN/IV/2013, tertanggal 26 April 2013.

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukt:’?u@mpir,

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon. A\

Memberikan putusan lain yang seadil—gdilQmenurut rasa keadilan dan peraturan

2. Subsider

perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon \@

[2.10] Menimbang bahw@ersidamgan tertanggal 22 Oktober 2013, Termohon tidak

hadir dalam persidaw
L 4

&

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
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2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa
informasi;

| Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut: Q

*

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 a huruf a, Pasal 27

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten %

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dan Pasal 27 ayat (3®g-Undmg Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ju@ sal 1 angka 11 dan Pasal 6
ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 &)13 tentang Prosedur Penyelesaian

*
Sengketa Informasi Publik yang pada po ya mengatur Komisi Informasi Provinsi

Banten berwenang menyelesaikan Se ormasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa arkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner

berpendapat bahwa Ko ormasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus,

*

dan menjatuhkan gum terhadap permohonan a quo.

B. Ked \Hukum (Legal Standing) Pemohon

(3.4 enimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf ¢, Pasal
a

yat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf
e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik juncro Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal
10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon
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merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih

Sahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

“lenimbang bahwa permohonan @ guo merupakan Permohonan Penyelesaian
sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf ¢ Undang-U

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal b

*

Informasi Publik. q

*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4 i dengan paragraf [3.5]

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Pen@ engketa

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon {@U i syarat kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohonanQele aian sengketa informasi.
L 4

C. Kedudukan Hukum (Legal Standi mohon
[3.7] Menimbang bahwa Pasa a 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Pe n Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publi a@lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tu pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang

sebagi seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
nega’r atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi
no intah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

ndgpatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
bangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”
[3°8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut

Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan

PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”
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[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi

yang berkedudukan di Provinsi Banten.

13.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9]

yelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Infm@
2

3,111 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang @r 14 Tahun 2008

11e Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Per@isi Informasi Nomor

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Seri
N

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa i@
L 4

(legal standing) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

ormasi Publik yang pada

diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterim tanggapan tertulis dari Termohon atau
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga hari kerja untuk Termohon memberikan
tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahédasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu

salinan Surat Ké% (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa

*

Informasi P pada Komisi I nformasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

(313 nimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12],
je

lis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang

diajukan oleh Pemohon belum memnuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian

sengketa Informasi atau prematur.
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4. KESIMPULAN

Uerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
‘.omisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara a quo.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mer%&

permohonan penyelesaian sengketa informasi.

|4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) s%eai gadan Publik di
dalam sengketa informasi. ° Q

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi )@dlajukan oleh Pemohon belum

memenuhi batas waktu pengajuan permohonan [Q&ian sengketa Informasi.

*

0& MAR PUTUSAN
Q& Memutuskan,
o\

[6.1] Menola@:ohonan yang diajukan oleh Pemohon;
*
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Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua
merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai

o, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka
untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di

atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa dihadiri Termohon. Q

Ketua Mlajelis .
(Alamsyah Bas‘&
0 2

Anggota Majelis Anggota

(Amas Tadjuddin) Q&
‘\6 Paniteta P

engganti
Y |
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